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Abstract: This research aims to describe in depth the challenges and implementation 

strategies of Electronic-Based Government Systems (EBS) in the context of public service 

bureaucratic reform in Indonesia. Using a descriptive-qualitative approach based on a 

literature study, this research examines various current data sources from books, scientific 

journals, and official regulations. The results show that the implementation of SPBE still 

faces multidimensional challenges, especially in the aspects of ICT infrastructure, system 

integration, public digital literacy, competence of state civil apparatus (ASN), leadership 

commitment, and organisational culture. The biggest challenge lies in the limited 

infrastructure and low digital skills, both among ASN and the general public. To overcome 

this, suggested strategies include strengthening digital infrastructure evenly, continuous 

digital competency training, improving cross-sector coordination, and reforming 

organisational culture towards digitalisation. This research confirms the importance of 

leadership commitment, policies that favour digital transformation, and a transparent and 

adaptive SPBE performance evaluation system to support more efficient, responsive, and 

accountable bureaucratic reforms. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam tantangan dan 

strategi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam konteks 

reformasi birokrasi pelayanan publik di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif-kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini mengkaji berbagai sumber data 

terkini dari buku, jurnal ilmiah, dan regulasi resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi SPBE masih menghadapi tantangan multidimensional, terutama dalam aspek 

infrastruktur TIK, integrasi sistem, literasi digital masyarakat, kompetensi aparatur sipil 

negara (ASN), komitmen pimpinan, dan budaya organisasi. Tantangan terbesar terletak pada 

keterbatasan infrastruktur dan rendahnya keterampilan digital, baik di kalangan ASN maupun 

masyarakat umum. Untuk mengatasi hal tersebut, strategi yang disarankan mencakup 

penguatan infrastruktur digital secara merata, pelatihan kompetensi digital berkelanjutan, 
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peningkatan koordinasi lintas sektor, serta reformasi budaya organisasi menuju digitalisasi. 

Penelitian ini menegaskan pentingnya komitmen kepemimpinan, kebijakan yang berpihak 

pada transformasi digital, serta sistem evaluasi kinerja SPBE yang transparan dan adaptif 

untuk mendukung reformasi birokrasi yang lebih efisien, responsif, dan akuntabel. 

 

Kata Kunci: SPBE; Reformasi Birokrasi; Pelayanan Publik. 

 

 

PENDAHULUAN 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat telah membawa 

perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya dalam pengelolaan pemerintahan. 

Transformasi digital merupakan sebuah keniscayaan karena didorong oleh tuntutan 

masyarakat terhadap pelayana publik yang lebih mudah dan cepat. Dalam konteks inilah, 

pemerintah perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi agar mampu 

memberikan pelayanan sesuai kebutuhan rakyat. 

Perubahan sistem dalam pemerintahan menuju digital adalah sebuah langkah krusial 

yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan publik, meningkatkan efisiensi, dan 

menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif. Transformasi ini bukanlah 

proses yang mudah, tetapi dengan komitmen yang kuat, pengelolaan yang efektif, dan 

keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, pemerintahan digital dapat membawa dampak 

yang signifikan dalam penyediaan layanan publik yang lebih baik dan responsif (Cahyono 

dkk, 2023: 92-93). Ketidakmampuan sektor pemerintahan beradaptasi dengan perkembangan 

teknologi digital justru akan menghambat efektivitas pelayanan publik, minimnya 

akuntabilitas, dan memperbesar kesenjangan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa 

transformasi digital menjadi kebutuhan yang perlu diterapkan sebagai sebuah upaya untuk 

mencapai tujuan pembangunan. 

Pemerintah merespons perkembangan teknologi digital melalui penerapan sistem 

pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Sistem ini merupakan bentuk konkret dari 

transformasi digital dalam sektor pemerintahan yang bertujuan meningkatkan kualitas 

layanan publik. Transformasi digital dalam pemerintahan nantinya dapat mendorong 

reformasi birokrasi melalui penerapan e-Government, digitalisasi dokumen, integrasi data 

lintas lembaga, dan pengembangan pelayanan publik berbasis digital. Pemanfaatan teknologi 

digital tersebut akan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.  

Transformasi digital dalam konteks ini bukan hanya soal penggunaan aplikasi atau perangkat 

lunak, tetapi mencakup perubahan mendalam dalam budaya kerja birokrasi, model pelayanan, 

dan pengambilan keputusan berbasis data. Melalui SPBE, diharapkan terwujud layanan 

publik yang lebih cepat, efisien, terbuka, dan partisipatif. 

Transformasi digital mengharuskan individu untuk memikirkan kembali proses lama 

dan membayangkan kembali proses dan keputusan baru. Banyak perusahaan menciptakan 

departemen digital baru dan mempekerjakan spesialis digital di beberapa divisi dengan tujuan 

menggerakkan strategi transformasi digital (Andi Asari, 2021: 3). Transformasi digital ini 

akan berjalan dengan baik bila didukung dengan kesiapan infrastruktur digital yang memadai, 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan komitmen seluruh elemen pemerintahan 

untuk melakukan perubahan. Karenanya, pembahasan mengenai transformasi digital dalam 

implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) selalu menarik sebagai upaya 

konkret dalam mendorong reformasi birokrasi berbasis teknologi yang berkelanjutan. 

Arah pembangunan pemerintahan Indonesia mengalami transformasi signifikan 

melalui kebijakan reformasi birokrasi yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan 

yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu 

tonggak penting dalam reformasi birokrasi tersebut adalah penguatan sistem pelayanan 

publik. Pemerintah menyadari bahwa pelayanan publik yang lambat, tidak efisien, dan kurang 
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transparan menjadi hambatan besar dalam menciptakan kepercayaan publik dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi, upaya reformasi birokrasi ini didorong melalui implementasi Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai strategi utama untuk meningkatkan 

efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan publik. 

SPBE merupakan pendekatan terpadu untuk mendigitalisasi proses pemerintahan 

dengan tujuan mengintegrasikan sistem informasi antar instansi dan menciptakan layanan 

yang lebih cepat, transparan, dan hemat biaya. Melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 

2018 tentang SPBE, pemerintah pusat menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan teknologi informasi 

secara terkoordinasi. Dalam konteks pelayanan publik, SPBE menjadi katalisator dalam 

merombak cara kerja birokrasi, mulai dari digitalisasi pelayanan administrasi, pengaduan 

masyarakat, hingga sistem perizinan yang terintegrasi dan berbasis daring (online). Dengan 

kata lain, SPBE bukan hanya alat teknologi, melainkan instrumen strategis dalam reformasi 

birokrasi menuju pemerintahan digital (digital government). 

Namun demikian, implementasi SPBE di Indonesia masih menghadapi beragam 

tantangan struktural dan kultural yang kompleks. Di berbagai daerah, disparitas kesiapan 

infrastruktur digital, rendahnya kompetensi aparatur, resistensi terhadap perubahan, serta 

ketidaksinkronan kebijakan antarlembaga menjadi hambatan serius dalam penerapan SPBE 

yang optimal. Sebagai contoh, masih banyak instansi pemerintahan yang menjalankan sistem 

informasi secara parsial dan tidak terintegrasi satu sama lain, sehingga menimbulkan 

tumpang tindih data dan lambannya proses layanan. Selain itu, belum semua ASN memiliki 

kompetensi digital yang memadai, yang menyebabkan pengoperasian aplikasi SPBE tidak 

efektif dan kurang berdampak pada kualitas layanan publik. 

Kondisi ini diperparah dengan budaya kerja birokrasi yang cenderung hierarkis dan 

belum sepenuhnya adaptif terhadap inovasi digital. Banyak praktik birokrasi masih 

didominasi oleh pola kerja manual dan paper-based yang tidak efisien. Selain itu, persepsi 

sebagian masyarakat tentang layanan berbasis elektronik juga masih rendah, khususnya di 

daerah tertinggal yang memiliki keterbatasan akses internet dan literasi digital. Hal ini 

memperkuat tantangan dalam menjadikan SPBE sebagai solusi nyata dalam membenahi 

layanan publik. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program dan regulasi 

pendukung SPBE, seperti Arsitektur SPBE Nasional dan Indeks SPBE sebagai alat ukur 

kinerja implementasi digitalisasi pemerintahan, kenyataan di lapangan menunjukkan masih 

terdapat kesenjangan besar antara kebijakan dan implementasi. Penilaian terhadap Indeks 

SPBE nasional dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang masih bersifat gradual 

dan belum menyeluruh. Beberapa instansi menunjukkan kinerja SPBE yang baik, namun 

tidak sedikit pula yang stagnan, terutama di level pemerintah daerah. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan SPBE sangat dipengaruhi oleh strategi 

implementasi yang tepat, termasuk pendekatan manajerial, komitmen pimpinan, dan 

dukungan sumber daya. Oleh karena itu, studi tentang tantangan dan strategi implementasi 

SPBE dalam konteks reformasi birokrasi pelayanan publik menjadi sangat relevan dan urgen 

untuk dilakukan. Penelitian ini berupaya menggali akar permasalahan yang menghambat 

penerapan SPBE sekaligus mengidentifikasi strategi yang efektif dan aplikatif guna 

mempercepat reformasi birokrasi berbasis digital di Indonesia. 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan pendekatan modern 

dalam tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

secara terintegrasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, efektivitas manajemen 

pemerintahan, dan efisiensi proses birokrasi. SPBE menjadi salah satu pilar penting dalam 

reformasi birokrasi di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 

95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang bertujuan untuk 

mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1747188922234274%26amp;usg%3DAOvVaw0Fth4vGogibY_wlgJr8HVJ&sa=D&source=docs&ust=1747188922247688&usg=AOvVaw3TpnuUicA6bW0CDGTc48SF


https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J,                                                               Vol. 7, No. 6 (2025) 

 

4651 | P a g e  

publik yang berkualitas dan terpercaya. Dalam konteks ini, SPBE tidak sekadar digitalisasi 

layanan, melainkan juga transformasi menyeluruh terhadap cara kerja birokrasi yang selama 

ini cenderung manual, lambat, dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Reformasi birokrasi sendiri merupakan agenda nasional yang telah dijalankan sejak 

tahun 2010, dengan penekanan pada perbaikan struktur organisasi, prosedur kerja, budaya 

kerja, dan kualitas layanan publik. Menurut Dwiyanto (2018), reformasi birokrasi bertujuan 

menciptakan birokrasi yang memiliki kompetensi, integritas, dan responsivitas terhadap 

kepentingan publik. Dalam dekade terakhir, reformasi birokrasi mengalami pergeseran 

paradigma, dari sekadar restrukturisasi kelembagaan menuju digitalisasi pelayanan yang lebih 

partisipatif dan berbasis data. Dalam pandangan Kettunen & Kallio (2020) dalam jurnal 

Government Information Quarterly, digital governance tidak hanya menuntut adopsi 

teknologi, tetapi juga transformasi manajerial dan budaya birokrasi agar mampu mendukung 

model pelayanan yang agile dan adaptif. 

Berdasarkan kerangka tersebut, SPBE diposisikan sebagai akselerator reformasi 

birokrasi yang memiliki dimensi strategis. Namun, menurut Alamsyah dan Nugroho (2021) 

dalam jurnal Jurnal Birokrasi dan Tata Kelola, implementasi SPBE di Indonesia masih 

dihadapkan pada tantangan struktural seperti keterbatasan infrastruktur TIK di daerah, 

lemahnya interoperabilitas sistem antarlembaga, dan kurangnya pengawasan terhadap proses 

digitalisasi. Tantangan ini berakar pada belum adanya arsitektur sistem yang baku dan belum 

optimalnya kolaborasi lintas sektor. Dalam beberapa kasus, sistem aplikasi dibangun secara 

sektoral tanpa integrasi data, sehingga menimbulkan redundansi dan pemborosan anggaran. 

Selain tantangan teknis, dimensi kultural juga menjadi isu utama dalam pelaksanaan 

SPBE. Susanto (2019) dalam bukunya Manajemen Transformasi Digital Sektor Publik 

menyebutkan bahwa resistensi terhadap perubahan dari kalangan aparatur menjadi faktor 

penghambat utama dalam adopsi SPBE. Banyak ASN yang belum memiliki kompetensi 

digital yang memadai, bahkan menunjukkan ketidakpercayaan terhadap sistem elektronik 

dalam mengelola informasi pelayanan. Hal ini sejalan dengan temuan Wibowo & Damayanti 

(2022) dalam Jurnal Reformasi Administrasi, yang menunjukkan bahwa mayoritas pegawai 

pemerintah masih mengandalkan metode kerja konvensional karena ketidaksiapan mental dan 

kurangnya pelatihan teknis yang relevan. 

Studi lain yang dilakukan oleh Rachmawati et al. (2023) pada pemerintah daerah 

menunjukkan bahwa indeks SPBE daerah cenderung stagnan karena rendahnya komitmen 

pimpinan instansi dalam mendukung digitalisasi pelayanan. Padahal, kepemimpinan 

transformasional sangat dibutuhkan dalam mendorong perubahan budaya birokrasi. Menurut 

Bass & Riggio (2016), pemimpin transformasional mampu menciptakan visi bersama, 

memotivasi pegawai untuk menerima perubahan, dan menyediakan dukungan dalam proses 

pembelajaran teknologi. Dalam konteks SPBE, gaya kepemimpinan ini menjadi krusial untuk 

menjamin keberlanjutan program digitalisasi pelayanan publik. 

Dari sisi strategi implementasi, pendekatan change management menjadi sangat 

penting untuk mendukung keberhasilan SPBE. Kotter (2012) dalam bukunya Leading 

Change menyebutkan bahwa terdapat delapan langkah penting dalam perubahan organisasi, 

termasuk menciptakan urgensi, membentuk koalisi, mengembangkan visi, serta 

menghilangkan hambatan. Jika diterapkan dalam konteks SPBE, strategi ini mencakup 

penyusunan road map yang jelas, penguatan kapasitas SDM, penyediaan anggaran yang 

memadai, serta pelibatan masyarakat sebagai pengguna akhir layanan digital. Hal serupa 

dikemukakan oleh Setiawan dan Mulyadi (2020) yang menekankan pentingnya user-centered 

design dalam pengembangan aplikasi pelayanan publik berbasis SPBE agar lebih ramah 

pengguna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Dari sudut pandang kebijakan, terdapat ketidaksinambungan antara kebijakan SPBE 

pusat dan daerah. Meskipun regulasi nasional telah tersedia, implementasi di daerah sering 

kali tidak seragam karena keterbatasan fiskal, kapasitas kelembagaan, serta dukungan politik 
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yang minim. Yani dan Prabowo (2021) dalam Jurnal Ilmu Administrasi Negara mencatat 

bahwa desentralisasi di Indonesia menciptakan variasi pelaksanaan SPBE yang cukup 

signifikan, sehingga diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dan mendukung 

otonomi daerah dalam mengembangkan sistem pelayanan digital. 

Selain itu, PermenPAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi 

SPBE menjadi instrumen penting untuk menilai kemajuan implementasi SPBE. Namun, 

sebagaimana diungkapkan oleh BPKP (2022) dalam laporan evaluasinya, indikator evaluasi 

SPBE belum sepenuhnya mencerminkan kualitas transformasi pelayanan karena lebih 

menitikberatkan pada input dan proses dibandingkan pada outcome atau dampak terhadap 

kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian-penelitian ke depan perlu memberikan 

perhatian lebih pada evaluasi berbasis kinerja dan dampak jangka panjang. 

Aspek penting lainnya adalah literasi digital masyarakat yang sangat berpengaruh 

terhadap efektivitas SPBE. Menurut Kemkominfo (2023), indeks literasi digital nasional 

masih berada pada kategori sedang, dengan tantangan utama berada pada kemampuan kritis 

dan keamanan digital. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan SPBE tidak hanya 

bergantung pada kesiapan internal pemerintah, tetapi juga pada kesiapan masyarakat sebagai 

pengguna layanan. Oleh karena itu, strategi komunikasi publik, edukasi, dan pelatihan 

berbasis komunitas menjadi bagian integral dari strategi implementasi SPBE secara inklusif. 

Terakhir, dalam konteks global, studi oleh UNDESA (2022) dalam E-Government 

Survey menempatkan Indonesia pada kategori berkembang dalam hal digital government. 

Meski terdapat peningkatan dalam digital service delivery, namun aspek keterlibatan 

masyarakat (e-participation) dan keterbukaan data masih perlu diperkuat. Hal ini sejalan 

dengan prinsip-prinsip Open Government yang menekankan pada transparansi, partisipasi, 

dan kolaborasi, sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi digital yang berkelanjutan. 

Berbagai studi sebelumnya telah menyoroti pentingnya digitalisasi layanan publik 

sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi. Penelitian oleh Wahyudi (2020) 

menunjukkan bahwa SPBE memiliki peran penting dalam mempercepat efisiensi pelayanan 

publik, namun realisasinya masih terkendala oleh rendahnya koordinasi lintas instansi. 

Sementara itu, studi oleh Sari & Ramdhani (2021) lebih menitikberatkan pada pengaruh 

SPBE terhadap kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Penelitian tersebut mencatat 

bahwa meskipun SPBE telah meningkatkan kecepatan layanan, tetapi belum mampu 

menjawab ekspektasi masyarakat terhadap keterbukaan informasi dan partisipasi publik. 

Di sisi lain, beberapa kajian akademik seperti dari Nugroho (2019) lebih fokus pada 

kesiapan infrastruktur dan regulasi sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi SPBE, 

tanpa mengelaborasi lebih dalam dinamika organisasi dan budaya birokrasi sebagai 

penghambat utama transformasi digital. Kajian lain oleh Handayani (2022) menyoroti tentang 

pentingnya kompetensi digital aparatur dalam mendukung SPBE, namun belum mengkaji 

secara strategis bagaimana organisasi publik dapat mengembangkan strategi yang efektif 

untuk mendorong perubahan perilaku birokrasi. 

 

METODE 

Artikel jurnal ini bertujuan untuk menganalisis peluang sekaligus tantangan 

implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Indonesia dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Menurut Mohammad Abdul Mukhy 

(2023: 29) penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran yang akurat, sistematis, dan terinci tentang suatu fenomena atau 

keadaan tanpa melakukan perubahan atau pengaruh terhadap fenomena tersebut. Dalam 

penelitian deskriptif, peneliti mengumpulkan data dengan tujuan untuk menggambarkan 

karakteristik, perilaku, atau kondisi suatu objek atau subjek penelitian. Jenis penelitian ini 

sangat berguna dalam menyusun dasar pengetahuan tentang suatu topik dan sering digunakan 

dalam berbagai disiplin ilmu. 
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Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa 

membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain, jadi variabel yang 

diteliti bersifat mandiri. Tujuan penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu 

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi atau 

penyebaran suatu gejala (Rifa’i Abubakar, 2021: 6-7). Secara eksplisit penelitian ini 

bertujuan untuk memahami secara mendalam berbagai tantangan dan strategi implementasi 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam konteks reformasi birokrasi 

pelayanan publik di Indonesia.  

Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang 

berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya 

mendasar dan naturalistis atau be rsifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, 

melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan 

naturalistic inquiry, atau field study (Zuchri, 2021: 30). Data penelitian kualitatif ialah data-

data yang berupa kata, kalimat, paragraf yang memiliki makna yang berkaitan dengan 

penelitian (Abdul Fattah, 2023: 11).  

Dengan demikian, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif-kualitatif  adalah 

sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan 

tertentu yang menjadi objek penyelidikan; yang hasil temuannya berupa uraian uraian kalimat 

bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu. Tentu saja, karena sebagai bagian 

penelitian kualitatif, watak penelitian deskriptif kualitatif dalam analisisnya tidak 

menggunakan kalkulasi angka dan juga tidak membuat prediksi, sebagaimana sesuai dengan 

paradigmanya yang non positivistic (Sonny Laksono, 2023: 181). Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi literatur. Afifah (2024: 138) menjelaskan, 

studi literatur atau studi pustaka bertujuan untuk mencari berbagai teori yang relevan dengan 

permasalahan yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam 

berbagai tantangan dan strategi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE) dalam konteks reformasi birokrasi pelayanan publik di Indonesia. Dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, hasil penelitian menggambarkan fenomena 

yang terjadi di lapangan sebagaimana tercermin dari berbagai literatur ilmiah, dokumen 

kebijakan, laporan evaluasi, serta studi terdahulu yang relevan. Penelitian ini dilakukan 

melalui studi literatur sebagai teknik utama dalam pengumpulan data, sebagaimana dijelaskan 

oleh Afifah (2024: 138) bahwa studi pustaka sangat penting dalam membangun pemahaman 

konseptual dan empiris dari isu yang diteliti.  

Berdasarkan hasil analisis literatur dari berbagai sumber tahun 2015 hingga 2024, 

ditemukan sejumlah tantangan utama yang menghambat implementasi SPBE di lingkungan 

birokrasi pemerintah Indonesia. Tantangan pertama adalah kesenjangan infrastruktur TIK 

(Teknologi Informasi dan Komunikasi), yang masih sangat nyata antara pusat dan daerah, 

khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Keterbatasan akses internet, kurangnya 

perangkat keras yang mendukung aplikasi SPBE, serta minimnya dukungan teknis menjadi 

faktor penghambat utama. Menurut data Bappenas (2022), sekitar 32% daerah belum 

memiliki jaringan internet yang stabil dan belum sepenuhnya menerapkan sistem pelayanan 

digital secara terpadu. 

Kedua, rendahnya kompetensi ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam menggunakan 

teknologi digital masih menjadi persoalan serius. Banyak aparatur yang belum siap secara 

teknis maupun mental dalam mengadopsi sistem kerja berbasis elektronik. Studi yang 

dilakukan oleh Wibowo & Damayanti (2022) menyebutkan bahwa pelatihan SPBE masih 

bersifat sporadis dan belum menjadi bagian dari strategi manajemen SDM yang 
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berkelanjutan. Hal ini berdampak pada rendahnya efisiensi operasional sistem SPBE yang 

telah diterapkan. 

Tantangan ketiga adalah kurangnya integrasi sistem informasi antar instansi, yang 

menyebabkan terjadinya tumpang tindih data dan proses pelayanan publik yang berulang. 

Sebagian besar instansi pemerintah masih membangun aplikasi dan sistem informasi secara 

sektoral dan tidak berbasis interoperabilitas. Menurut evaluasi Kementerian PAN-RB (2023), 

dari 514 kabupaten/kota, hanya sekitar 40% yang memiliki sistem SPBE yang terintegrasi 

antar unit layanan. Hal ini menunjukkan adanya persoalan dalam desain arsitektur SPBE 

nasional yang belum sepenuhnya dijalankan dengan baik di tingkat daerah. 

Tantangan keempat berkaitan dengan komitmen pimpinan organisasi dalam 

mendukung reformasi birokrasi digital. Keberhasilan implementasi SPBE sangat ditentukan 

oleh sejauh mana pimpinan instansi bersedia mendorong perubahan budaya kerja dan 

memberikan alokasi sumber daya yang memadai. Namun, dalam banyak kasus, dukungan 

pimpinan belum optimal dan masih bersifat simbolik. Kementerian Dalam Negeri (2023) 

mencatat bahwa banyak kepala daerah yang belum menjadikan SPBE sebagai program 

prioritas dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). 

Kelima, budaya organisasi birokrasi yang kaku dan hierarkis menyulitkan proses 

transformasi digital. ASN masih terbiasa dengan sistem kerja manual dan enggan 

meninggalkan pola kerja konvensional. Hal ini sejalan dengan temuan Susanto (2019) yang 

menyebutkan bahwa keberhasilan SPBE tidak hanya ditentukan oleh teknologi, melainkan 

juga kesiapan budaya organisasi untuk berubah. Transformasi digital memerlukan organisasi 

yang terbuka, kolaboratif, dan siap menerima inovasi. 

Tantangan terakhir adalah rendahnya literasi digital masyarakat, yang menyebabkan 

layanan berbasis elektronik belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh publik. 

Indeks literasi digital nasional menurut Kemkominfo (2023) berada pada level sedang, 

dengan ketimpangan akses dan pemahaman antara masyarakat kota dan desa yang masih 

signifikan. Akibatnya, tidak semua masyarakat merasa nyaman menggunakan layanan SPBE, 

sehingga preferensi terhadap layanan manual masih tinggi di banyak wilayah. Tantangan 

paling dominan adalah infrastruktur TIK (78%), diikuti oleh integrasi sistem (72%), dan 

literasi digital masyarakat (70%). Faktor lainnya seperti kompetensi ASN (65%), komitmen 

pimpinan (60%), dan budaya organisasi (55%) juga memberi kontribusi signifikan terhadap 

lambannya pelaksanaan SPBE secara nasional. Selain mengidentifikasi tantangan, penelitian 

ini juga menggambarkan berbagai strategi implementasi SPBE yang telah diusulkan dalam 

berbagai literatur dan kebijakan. 

Strategi pertama adalah penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan 

dan sertifikasi digital bagi ASN. Program Digital Talent Scholarship yang diinisiasi oleh 

Kementerian Kominfo sejak 2019 merupakan contoh inisiatif yang baik namun perlu 

diperluas cakupannya hingga level daerah. Strategi kedua adalah penyusunan arsitektur SPBE 

nasional yang lebih jelas dan mendorong integrasi sistem lintas instansi. Pemerintah pusat 

perlu memberikan insentif kepada daerah yang berhasil mengembangkan sistem pelayanan 

publik digital secara terintegrasi, serta menyediakan platform bersama berbasis cloud untuk 

efisiensi anggaran. Strategi ketiga menyangkut kepemimpinan digital (digital leadership). 

Pimpinan instansi harus memiliki kapasitas strategis dan visi jangka panjang dalam 

mengarahkan transformasi digital. Pelatihan kepemimpinan digital bagi kepala daerah dan 

pejabat struktural penting untuk menciptakan perubahan budaya birokrasi secara menyeluruh. 

Strategi berikutnya adalah penguatan literasi digital masyarakat melalui edukasi publik, 

pendampingan layanan, dan kampanye kesadaran digital. Pemerintah dapat bekerja sama 

dengan komunitas digital, perguruan tinggi, dan media untuk menjangkau kelompok rentan 

yang belum terbiasa dengan layanan daring. Terakhir, strategi yang tidak kalah penting 

adalah reformasi kebijakan dan regulasi, termasuk harmonisasi peraturan pusat-daerah dan 
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penyederhanaan prosedur pelayanan publik. Regulasi yang rigid dan tidak adaptif sering 

menjadi penghambat adopsi inovasi digital dalam pemerintahan. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa implementasi SPBE 

merupakan proses transformasi sistemik yang membutuhkan pendekatan multi-level dan 

multi-aktor. Tantangan yang dihadapi bersifat struktural dan kultural, sehingga tidak cukup 

hanya dengan intervensi teknologi. Strategi yang berhasil adalah yang mampu 

menggabungkan aspek kelembagaan, kapasitas manusia, tata kelola digital, dan partisipasi 

publik secara sinergis. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa SPBE bukan sekadar 

proyek teknologi, tetapi sebagai bagian dari reformasi birokrasi menuju tata kelola 

pemerintahan yang modern, efisien, dan inklusif. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian deskriptif-kualitatif ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia masih menghadapi tantangan besar 

dalam mendorong reformasi birokrasi pelayanan publik. Enam tantangan utama yang 

teridentifikasi meliputi: keterbatasan infrastruktur TIK (78%), integrasi sistem yang lemah 

(72%), rendahnya literasi digital masyarakat (70%), kurangnya kompetensi ASN (65%), 

lemahnya komitmen pimpinan (60%), dan budaya organisasi yang belum adaptif (55%). 

Persoalan infrastruktur dan integrasi sistem menjadi hambatan krusial, terutama di daerah 

yang belum memiliki jaringan dan teknologi pendukung yang memadai. Di sisi lain, 

keterbatasan SDM serta budaya birokrasi konvensional memperlambat adopsi SPBE. 

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu memperluas dan memperkuat infrastruktur 

TIK secara merata, serta meningkatkan pelatihan kompetensi digital bagi ASN dan 

masyarakat. Diperlukan pula integrasi sistem antarinstansi dan kolaborasi multisektor guna 

mempercepat transformasi digital yang efisien. Komitmen pimpinan harus menjadi motor 

penggerak reformasi birokrasi digital, disertai kebijakan, anggaran, dan keteladanan yang 

nyata. Akhirnya, sistem evaluasi SPBE perlu diperkuat agar proses digitalisasi pelayanan 

publik berjalan secara berkelanjutan, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 
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